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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan Polres Sanggau di lakukan oleh dipimpin oleh Kasat Lantas sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, bentuk pelanggaran yang di lakukan dikabupaten Sanggau diantaranya adalah 

mengemudi dalam kondisi mengantuk dan mengendarai dengan kecepatan tinggi 

(tidak sesuai aturan) banyaknya upaya yang di lakukan oleh Polres Sanggau dalam 

menertibkan angkutan umum antara lain :  

1. Di lakukannya sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada 

pengguna jalan) dan membuat spanduk dititik rawan kecelakaan. sosialisai itu 

sendiri bertujuan untuk memberikan penyuluhan agar masyarakat diharapkan 

dengan sosialisasi tersebut, dapat mengajak pengemudi bus maupun angkutan 

umum agar selalu mematuhi peraturan berlalu-lintas salah satunya adalah dengan 

mematuhi kecepatan rata-rata jalan. 

2. Pembuatan SIM untuk pengemudi angkutan umum SIM selalu di wajibkan dan 

harus dipenuhi dalam berkendara khususnya golongan SIM umum di prioritaskan 

yang membawa penumpang 

3. Melakukan penilangan kepada angkutan umum yang ugal-ugalan dengan 

menindak sopir angkutan umum yang melanggar peraturan lalu lintas dan 

kendaraannya yang terlihat tidak etis dijalan. Penindakan tersebut berupa 

penilangan terhadap sopir dan penyitaan sementara waktu kendaraannya. 
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Dari beberapa upaya tersebut sangatlah berpengaruh terhadap lalu lintas terlebih 

Angkutan umum dapat dibuktikan dari Anatomi Laka Lantas dari 2020 ke 2021 

terjadi penurunan kasus yang terjadi pada Angkutan umum khususnya. Beberapa 

faktor yang menghambat Polres Sanggau antara lain :  

1. Wilayah Sanggau sifatnya hanya untuk dilewati saja tidak ada yang masuk 

kendaraan bus tersebut antar kabupaten.  

2. Pemerintahan belum memasang rambu-rambu untuk penerangan di titik rawan 

kecelakaan. 

3. Kesadaran masyarakat sangatlah penting dalam mengemudi / berkendara terlebih 

beberapa diantara angkutan tersebut membuat penumpang didalamnya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan 

kepada Polres Sanggau di dalam menangani kecelakaan angkutan umum, antara lain :  

1. Perlu di lakukan kembali evaluasi terhadap jumlah armada angkutan umum yang 

telah beroperasi sehingga diperoleh jumlah yang ideal.  

2. Agar kinerja rute angkutan umum efektif dan efisien pemberian izin untuk 

penambahan jumlah armada sebaiknya dibatasi mengingat jumlah angkutan yang 

telah beroperasi cukup banyak.  

3. Perlu evaluasi kembali rute trayek angkutan yang ada agar tidak terjadi tumpang 

tindih trayek yang dapat menyebabkan buruknya kinerja angkutan yang dapat 

menyebabkan buruknya kinerja angkutan yang ada khususnya pada pencapaian 

faktor muatan penumpang angkutan.  

4. Memperbaiki armada yang telah mengalami kerusakan. 
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5. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih professional sehingga dapat menekan 

tingkat kecelakaan lebih serius lagi.  

6. Para pengguna jalan seperti pengemudi angkutan umum terlebih yang membawa 

penumpang sebaiknya lebih mengindahkan etika kesopanan di jalan serta harus 

mematuhi dan melaksanakan peraturan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. 

Dalam memanfaatkan jalan kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja 

yang menggunakan jalan tersebut, tetapi orang lain juga memiliki haknya di jalan 

raya.  

7. Pemerintah Kota Sanggau menambahkan fasilitas kota seperti penerangan lampu 

jalan di titik rawan kecelakaan atau rambu-rambu lainnya.  
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